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Pengeroyokan Mahasiswa

Polisi Wajib Tindak Kekerasan Kolektif

SENAYAN meminta aparal ke-
polisian mengusut tuntas kasus
dugaan pengeroyokan Lerhadap
mahasiswa Universitas Dipone-
poro (Undip) Semarang, Amendo,
yang diduga dilakukan olch sekitar
30 orang, Tindakan tersehut lidak
bisa dianggap sebagai kenakalan
biasa, tapi sudah masuk Kategort
perundungan atau bullying vang
mengarah pada tindak pidana.
Wakil Ketua Komist [T DPR
Ahmad Sahroni menegaskan,
bullying yang terjadi di Undip
ini sudah jelas masuk ranah
kriminal. Sebab seluruh unsur
kekerasan dan intimidasi ada di
sana. Maka polisi harus tindak
tegas semua pelakunya.
Apalagt jumlah pelaku yang
diduga mencapei puluhan orang
menunjukkan peristiwa ersebut
bukan lagi kenakalan mahasiswa

biasa. "Ini kekerasan kolektl

yang harus ditangani sccara seri-
us oleh aparat penegak hukum,"
tegas Sahron dalam kelerangan-
nya, Sabtu (7/372026).
Diketahui, mahasiswa Arn-
endo (20) menjadi korban
pengeroyokan oleh sekitar 30
mahasiswa yang merupakan

leman satu angkatan dan se-
niornya. Peristiwa tersebut ter-
jali pada 15 November 2025 dan
(¢lah dilaporkan ke polisi.

Akibal peristiwa i, korban
dilaporkan mengalam luka berat
berupa patah tulang hidung dan
geear olak dari kekerasan yang
dialaminya. Namun hingga
ini. kasus tersebut belum juga
menemukan Gtk erang.

Sahroni juga menyoroti le-
mahinya mekanisme pengawasan
di lingkungan kampus. Karenia
itu. pihak universitas harus lebih
aktif mengawast kegfatan kema-
hasiswaan agar tidak melahirkan
budaya kekerasen maupun prakik
senioritas yang icak schal, Kalau
pelakunya sebanyek itu, berard
ada stslem pengawasan yang ga-
gal." keriih i,

Sahroni juga mengingatkan
agar lidak ada pembiaran ter-
hadap kasus terschut. Apabi-
la ditemukan unsur kelalaian
alau pembiaran, maka pihak
karmpus perlu dievaluasi oleh
Kementerian Pendidikan Tingp,
Sains, dan Teknologi (Kemen-
diktisantek). Bahkan tidak me-
nutup kemungkinan adanya

Ahmad Sahroni

unsur pidana yang dapat ditindak
oleh kepolisian."Ini penting
untuk mewujudkan lingkungan
pendidikan yang aman,” legas
politikus Nasder ini.
Scmentara, anggota Komist
11 DPR Abdullah menilai, pe-
manganan kasus tersebut oleh
pihak kempus manpun kepolisian
berjalan Lambat dan menimbulkan
(anda fanya dan kejanggalan di
tengah masyarakal. Sebab sudah
arnpir lima bulan sejak peristiva
pengeroyokan ilu terjedi tetapibe-
Jum ada sanksi terhiadap pelaku dan
belum ada penclapan (crsangka.

" Apabh ni bentuk toleransi terha-
dlap kekerasan?” kata Abdullah di
Jakarta, Sabtu (7/3/2026).
Abdullah menjelaskan, peris-
tiwa pengeroyokan yang Ler-
jadi pada 15 November 2023
hingga kint belum difkuti dengan
sanksi dari pihiak Undip maupun
pertetapan ersangka olch kepoli-
stan. Kelerlambatan penanganan
perkara terscbul berpotensi
merusak kepercayaan publik
terhadap penegakan hukum.
Selain i, fa mempertanyakan
karcna latar belakang ekonomi
keluarga korban turut meme-
ngaruhi lambannya penanganan
perkara in. *Apakah karena Am-
endo merupakn anak penjual nasi
goreng sehingoa penanganan kasus
pengeroyokan tethadap dirinya
menjadi lambat? Alan justru ada
pibiak kuat yang mencoba melin-
dungi pra pelaku?” (anya dia.
Dia menegaskan prinsip persa-
maan i hadapan hukum haros
ditegakkan secara konsisten. Pe-
negakan hukum tidak bolch dipe-
nigaruhi oleh Jatar belakang sosial
maupun ekonoms sescarang.
"Jika kasus kekerasan seperti
ini dibiarkan berlarut-larut,

maka marwah kepastian hukum
dan rasa keadilan masyarakat
akan terdegradast,” tegas legisla-
tor asal dacrah pemilihan (dapil)
Jawa Tengah (Jateng) ini.

Abdullah menegaskan tindekan
pengeroyokan yang menyebab-
kan korban mengalami patah
hidung dan gegar otak merupakan
tindak pidana scrivs yang harus
diproses sesuai ketentuan hukum
yang berlaku. Para pelakn dapat
dijerat dengan Pasal 262 KUHP
tentang kekerasan secara bersa-
ma-samg din Pasal 466 KUHP
{eniang pengandayaan beral.

“Ancaman pidananya bisa di
ats lima lahun penjara. Artinya,
kasus seperti ini tidak boleh
disclesaikan melalui mekanisme
qestorative fustice,” tegas dia

Abdullah menegaskan tudin-
ganmengenai dugaan pelecehan
seksual yang dialamatkan ke-
pada Armendo harus ditelusuri
secara objektil dan berdasarkan
bukei hukum yang kuat. Karena
setiap tuduhan harus diproses
melalul mekanisme hukum vang
adil dan tidak boleh diselesaiken
melalui tindakan main hakim
sendirl. mTiF
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